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Absirak

Kalender Hijriah sudah lama dipakai oleh masyarakat Aceh ontuk keperluan ibadah dan
interaksi  sosial. Pemberlakuan  kalender Masehi dalam  administrasi  pegara  pasca
kemerdekaan Indonesia menyebabkan Aceh memiliki dua kalender, kalender Masehi untuk
keperluun pencatatan administrasi dan kalender Hijrah dalam tatanan sosial denpan berbagai
keperluan, Kehadiran kalender Hijriah dalam Chanun swariat Islam Provinsi Aceh sejatinya
menjadikan kalender Muasehi dan Hijrish memiliki posisi yang sumug dalam administrasi
negara dan tatanan =osial masyvarakat Aceh. Kalender Hijriah dalam Canun syariat Islam
Provinst Aceh belum memiliki formulasi yang uish vang mampu menjawab kebutuhan
administrasi dan keperluan ibadah. Kriteria yang digunakan masih mengikoti kriteria
kalender Hijriah yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik lndonesia vang sampai saat
ini masih diperbincangkan. Pemberlakwan kalender Hijriah di Aceh scbagai sviar Islam
belum maksimal, masih banyak peristiwa besar di Aceh yang seharusnya diperingati dengan
panduan kalender Hijriah sebagui syiar Islam, namun masih diperingati dengun pedoman
kalender Masehi, seperti peringatan peristiwa Tsunami vang terjadi 26 Desember 2004 dan
peristiwa perdamaian Aceh vang terjadi 15 Agustus 2005,
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Abstract
The Hijri calendar has long been used by the people of Aceh for the purposes of worship and
social interaction. The adoption of the Christian calendar in the  post-independence
Indonesian state administration caused Aceh to have two calendars, the Christian calendar for
administrative records and the Hipri calendar in various social settings. The presence of the
Hijri calendar in the Islamic Law Qamin of the Aceh Province actually makes the Islamic
calendar and the Hijrl calendar have the same position in the stale administration and sociul
arder of the Aceh people. The Hijri Calendar in the Islamie Sharia Qanun of Aceh Province
does not yet have a complete formulation that is able to answer the administrative needs and
waorship needs. The criteria used still follow the Hijri calendar criteria used by the Ministry of
Religion of the Republic of Indonesia which are still being discussed. The implementation of
the Hijri calendar in Aceh as an Islamic symbol is not maximal, there are still many major
events in Aceh that should be commemorated with the guidance of the Hijri calendar as an
Islamic symbal, but are still commemorated with the Christian calendar guidelines, such as




the tsunami warning that cccurred on December 26, 2004 and the Aceh peace event which
occurred August 15, 2003,
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PENDAHULUAN

Aceh mempakan salah sato provinsi dengan status “istimewn” dalam bingkal Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status keistimewsan diberikan ke Aceh dengan
lahimyva Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Keistimewaan vang tertuang dalam Undang-undang adalah dengan diberikan wewenang
sepenuhnya  untuk  pemerintah  Acch  melaloi Qanun Acch  wntuk mengatur  sistem
pemerintahan Aceh dalam bingkai syariat Islam secara menveluruh (kaffal). Hal ind bisa
dilihat secary jelas dalam Undang-undang No. 11 Tuhun 2006, dimana dalam Bab XVII
tentang svariat Islam dan pelaksanannya, pada Pasal 125 Awyoe | dijelaskan syariar Islam
meliputi agidah, syar’ivah, dan akhlak. Dalam Bab XVIII tentang mahkamah syar'iyah dan
dalam Bub XIX tentang Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) vang diakoi sebugai lembaga
yang melahirkan fatwa sebagai masukan terhadap pemerintah (Presiden Republik Indonesia,
2006, Undang-undang ini menvempumakan undang-undang sebelumnya, yaimn Undang-
undang No. 18 Tahun 2001 wniang status olonomi khusus untuk Provinsi Aceh yvang secara
ummu ielah mengakui tentang penerapan svariat Islam di Aceh.

Cranun pertama yang menindak lanjuti Undang-undang No. 18 Tahun 2001 adalah
Qanun Mo 1] Tahun 2002 wentang pelaksanaan syariat Islam bidang agidah, ibadah, dan syiar
Islam. Qanun ini ditetapkan di Bandu Aceh tanggal 14 Oktober 2002 yang bertepatan dengan
tunggal 7 Syakban 1423 Hijriah oleh Abdulluh Puteh sebagai gebernur Aceh saal i, Dalam
Qanon ini, kalender Hijriah masuk dalom kategori syiar Islam, dimana Pasal 12, Ayat 3
“Setiap instansi pemerintah/lembaga swasta dianjurkan untuk mengounakan penanggalan
hijriah dan penanggalan masihivh dalam surat-surat resmi”, Ayal 4 “Sctiap dokumen resmi
yang dibuat di Provingsi Naggro Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijrinh
disamping penanggalan Masihiah."(Gubernur Aceh, 2002). Setelah Qanun No, 18 Tahun
2002 lahir disusul dengan lahimya Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Maka pemerintah
Aceh melahirkan kembali Qunun tentang svardat Islam, yaitu Qunun Mo, 8 Tohun 2004
tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dan di tahun 2015 lahir Qanun No. 7 Tahun 2015 fentang
Pembagian Unisan Pemerintahan Yang Berkaitan dengan Syanat Islam antara Pemerintahan
Aveh dun Pemerintahan Kobopaten/Bota. Namuon semua Cuanun syarial 1slam ini tdak

membatalkan Cranun sebelumnya, tetapi saling menyempurnakan dalam pelaksanaanya.




Dari uraian di atas, permasalahan kalender Hijriah sebagaimana tersebut dalam Qanun
syariat Islam perlu dikaji lebih dalum. mengingat sampai saat ini belum ada kriteria yang
disepakati di Indonesia vang mengakibatkan masih sering terjadi perbedaan dalam mengawali
dan mengakhiri Puasa Ramadhan di Indonesia. termasuk di Aceh. Yang lebih menarik dari
persoilan kalender Hipiah dalam Qunun syariat Islam adalah musuknyva pemberlakuun
kalender Hijriah sebaga bahagian dori sviar Islam di Aceh. Dinamika kalender Hijriah di
Aceh sapgar penting untuk didalami dalam beniuk penelitian ilmiah, mengingat semangai
untuk melshirkan kalender Hijriah sebagai syiar Islam yang dapat menyatukan masyarakat
muslim Indonesia dalam melakokan rtwal sudah dimolal dan Acch. Untuk menjawab
permisaluhun  tersebul  secarn sistemulis  dan Konprehensil Kiranya perlu dirumuskan
permasalahan dalam hentuk pertanvaan, yaitu bagaimana formulasi kalender Hijriah dalam
Canun syariat Islam di Aceh? Apa kriteria kalender Hijrinh dalam (anun syariat Islam di
Aceh? Sejauhmina penggunaan Kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam?

Kajian tentang dinamika kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh
memiliki ari penting dalam upava menemukan relefansi bentuk dan kriteria kalender Hijriah
bagt umat Islam di Indonesia pada umumnya dan masvardkal Aceh pada khususnya. Guna
mendukung kajion dimaksud, penelitian ini dilalukan dengan beberapa twjoan, yaii untuk
menemukan dan menjelaskan formulasi kalender Higriah dalam Qoanun syariat Islam di Aceh,
Untuk menjelaskan kriteria yang digunakan dalam kalender Hijriah yang ada dalam Canun
syarial Islam di Acch. Dan untuk menjelaskan diskursus penggunaan kalender Hijriah dalam
Qunun syariat Islam i Aceh sebagai syiar Islam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini,
secary teoritis untuk memperkaya pengetahuan rentang kalender Hijriah dalah khazanah ilmu
falak dan menjadi sumbangan bagi pengayaan ilmu pengetahusn dilam disiplin ilmu falgk,
ilmu politik, dan studi syariat Islam di Aceh.

Penelitian tentang syariai Islam di Aceh telah banvak dilakukan oleh peneliti dalam
dan luar negeri. Namun hasil penelition tersebut cenderung membahas tentang efektifitas,
pemahaman masyarakal, peran ulama, dan kajian normatil tentang syuarial Islam di Acch. Hal
yang samd dengan Kajian lerhadap kalender Hijrioh yang secars umum dikaji entang krileria,
konsep matlak, dan dalil dengan pendekatan fikih dan ilmu falak. Sejauh ini belum ada
tulisan yang menjelaskan secara mendalom tentang kalender Hijrinh dalam CQunuon syariat
Islam di Acch, pembahasan vang teluh ada masih terpisah antara kajiun kalender Hiriah dan
kajian svariat Islam di Aceh. Untuk memudahkan dalam melihat kecenderungan. pendekatan,

dan wilayah kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana dan




peneliti terdahulu, sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini. maka perlu pemetaan
konprehensil dari beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelition Firdaus dalam bentuk disertasi tentang peran organisasi tennghn davah
pelaksanaan syariat Islam di Aceh, penelitian ini menggambarkan peran dan dampak dari
orgunisasi fennghn dayah dalum  pelaksanuan syarat Islum di Aceh (Firdaus, 2019},
Penelitian Haliluddin juga dalam bentuk disertasi tentang ulama dan pelaksanaan syariat
Islam di Aceh, penelitian ini menjelaskan secara detil kebutshan peran ulama dalam
menjalankan syariat Islam di Aceh mulai dari pembentukan Qanun Acch tentang syariat
Islam hingea tshap aplikasi ke dalam masyarakat dengan salah satu cara membuat
permodelin desa svarat (gampong  syariat) (Hadiluddin, 2013), Berikulnya  penelitian
Muhsinah dan Sulaiman dalam bentuk juranal yang membahas tentang peran perempuan
dalam pelaksanan syariat [slam di Aceh, wlisan ini membahas hak peran perempuan dalam
menjalankan syarat lslam di Provinsi Aceh (Muhsinah dan Sulaiman, 2019). Selanjutnya
penelitian Cut Maya Aprita Sari dalam bentuk jumal yang membahas tentang pro dan Kontra
implementasi Qanun syariat Islam di Aceh, mlisan ini menjelaskan bagaimana diskursus
pembertakuan svarial Islam di Aceh pasca lahimya Qanon Aceh tentang syarial Islam (Sari.
2016}, Dan twlisan Chairul Fahmi dalam bentuk jurnal yang membahas tentang revitalisasi
penerapan hukum syariat di Aceh, tulisan ind mencoba meluruskan kembali tojuan dari
pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh (Fahmi, 2012},

Penelitian Ismail yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal vang membahas tentang
siaitem kalender pada masa kerajaan samudera pasai, tulisan ini mencoba melacak bentuk
kalender yang pernah berlaku pada masa kerajaan samudera pasai (Ismail, 2018). Selanjutnya
penelitian Ahmad Adib Rofinddin vang dipublikasikan dalam bentuk jurna telah membahas
bagnimana cara menghitung awal hari dalam kalender Hijriah (Rofiuddin, 2006). Berikuinya
tulisan Arhisora Angkat vang menulis tentang kalender Hijriah global dalam perspekuif fikih,
tulisan ini mencoba menitikberatkan beberapa poin penting dalam penyusunan kalender
Hijriah global seperti batas waklu dan batas wilayah (Angkat, 2017). Dan penclitiun
Muhammad Igbal yung dipublikasikan dalom bentuk jurnal membabas entang  upaya
penyatuan kalender Islam internasional dengan pendekatan sivasah (Ighal, 2007). Dari
beberap kajian vang berkaitan dengan kalender Hijriah dan Qanun syvariah Islam di Aceh
belum ada yang membahas secara spesifik tentang dinamika kalender Hijriah dalam Qanun
syariat Istam di Aceh.

METODE PENELITIAN




Penelitian ini merupakan studi terhadap kedudukun dan bentuk kriteria kalender
Hijriah di Provinsi Acch yang termasuk dolam syiar Islam scbagaimana yang telah
ditwangkan dalam peraturan daerah, vaitu Canun syariat Islam i Provinsi Aceh. Dalam
menjawab rumosan masalah vang telah diformulasikan di atas, jenis penelitian ini adalah
kualitatif dengan model penelitian kepustakaun (ibreary researclt). Adupun pendekatan dalum
penelitian ini adalah fenomenologi dengan sumber data Quanun svarial 1slam di Provinsi Aceh
dan bentuk fenomena penggunaan kalender Hijrian di Aceh sebagai sviar Islam. Setalah data
dikumpulkan dengan cara dokumentasi kemuodian dianalisis vang diawali dengan reduksi dan
triangulasi daty (Yusul, 2014: 328-354).

PEMBAHASAN
Sistem Kalender Hijriah

Sistem pengorganisasian wiakto yang dikenal dengan “kalender” sudah ada semenjak
manusia mengenal peradabannyva. hanya saja bentuk yang berbeda-beda. Secara umum
konsep kalender mengacu kepada 3, vaitu kalender matahari (solar sistent), dimana sistem
perhitungan penanggalan mengacu pada perjalanan semu matahari dari titik eqeanox sampai
sutu putaran penub dengan wakio tempuh 365 2425 hard. Kedoa kalender bulan (fmar
sizrem), dimana sistem penunggalan mengacy pada peredaran bulan menginar bumi dari
konjungsi ke konjungsi berikuinya dengan lama waktu yang dibutuhkan 29 530589 hari dan
sctabun 354, 367068 hari. Bila dibandingkan jumlah han dalam kalender matahari lebih
banyuk 11 har ketimbang jumlah hard dalam sistem kalender bulan, Ketiga kalender matahari
dan bulan (luni solar sistem) yaitu suatu sistem penanggalan yang memadukan antara sistem
matahari dengan sistem bulan. dimana untuk waktu bulanan mengikuti sistem bulan dan
untuk waktu tahunan mengikuti sistem matahari. Untuk menotupi kekurangan har dalam
sefiap tahun 11 hari, maka dibuat aturan setiap tabun ketiga dengan jumlah bulan 13 bulan
dalam setahun (Abu Sabda. 2019: 15-2¥),

Sistem kalender jenis yang ketiga ini menjadi cikal-bakal lahirnya sistem kalender
Hijriah yang dipakai olech umatl Islam. Sebelum Islam datang di tanah Arab, masvarakal Arab
telah mengenal sisitem kulender dengan patokon tihunan pada peristiva besar ving terjadi
disekitar mereka seperti tahun “Gajah™ yang merupakan sebuah peristiwa hesar penverangan
Kota Makkah oleh pasukan Abrahah dengan pasukan gajah. Patokan bulanan pada keadaan
cuaca dan kebiasaan yang mudah diingat, hal ini masih terckam dalam penamaan nama bulan
dalam kalender Hijriah yang menyvesuaikan dengan musim akibat perubahan edar matahari,
seperti Muharram vang berarti larangan, hal ini dikarenakan dalam masvarakat Arab dilarang

herperang dalam bulan tersebut. Safar, dinamakan bulan ini dengan safar karena pada bulan




itu kehiasaan masyarakat Arab menuju ke pasar Safarivah yang ada di Yaman, Rabiul Awal
dan Rabiul Akhir. nama bulun ini diambil dari keadaan saat ity cuaca sudah masuk dalam
musim gugur (rabi’) dengan masa wakiu dug bulan. Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, nama
bulan ini juga diambil dari kondisi musim, vaitu musim dingin dengan lama dua bulan,
Rajab, bulan ini dinsmakan dengan Rajab Karena saat itu adat dan musyarakal Arab menaban
diri dari permusuhan dan pertempuran. Syakban, dinamai dengan Syakban Kareni saal it
masvarakal Arab berlomba-lomba mengumpulkan harta atau nafkah. Ramadban, bulan ini
sesual dengan iklim dimana saat bulan itu cuaca sangat panas. Svawal, dinamai dengan bolan
Svawal karepa saat itu unta mengangkat ckomyu. Zulgaidah, nama bulan ini diambil dari
kebiasuun orang Arub yvang menjauhkan Jid dard berperang pada bulun ini, Zulhijah, nama
bulan ini diambil dari kebiasaan masyarakar Arab saat itn melakukan ihadah Haji (M. Yusuf
Harun, 2008: 23-640).

Kebiasaan masyarakat Arab dalam menanda wakiu dengan memadukan sistem bulan
dan sistem matahari terus berjalan hingga Islam datang. Secara sistematis dapat dijelaskan
hahwa perhitungan wakmu untuk bulanan mengacu kepada peredaran bulan dengan nama
bulun yang telah disebutkan di atas, sedangkon uouk perhitungan wakio whunan lelap
mengacy kepada sistem kalender matahar sehingga setiap tabun kekurangan 11 hari dan
uniuk menuiupi kekurangan ini ditambah satu bulan pada tap tahun ketiga dengan jumlah
bulan tahun terschut 13 bulan. Praktik ini barahir dengan torunya ayat Alguran Surat At-
Tuobuah Ayat 36.

AF2HA Bl Leda a1y bl 18 o3 1 i€ o3 1562 e W e )l e )
Gl a0 3ale) AEE s 1l WK e a1 b A B stk e sah faa
Terjemah Kemenag 2002
“Kesungeuhimva jumlal bulan menwen Allah ialah doa belas bulan, (sehagaimana) dalam
ketetapan Allah pada wakin Dia mrenciptaken langit dan bumi, of antaranva ada empat bulan
fewrenr, Tralaly (ketetapan) agame voeng lures, moka jangandaly koame menzalimi divinm dalam
{frredair vang empar) i, dan perangilol bawm meesyeikin sennanyva sebagainiana mereka pan
memerangt kamu sempanya. Dan ketaluilalt batwa Allah beserra orang-ovang vang wlbwa, ™
Setelah ayat ini turun, sistem kalender dalam Islam sepenuhnys mengacu kepada
peredaran bulan dengan mengacu kepada fase-fase bulan, vaitu dari saat konjungsi (bulan
meati) ke konjungsi berikutnya dan fase ini menjadi acuan untuk wakt tahunan, tidak lagi
mengacu pada peredaran matahari sehinggea tthun dengan jumlah 13 bulan hilang dengan
sendirinyn. Namun, perlu dicatat babwa saat itu patokan tahun belum ada, masih mengacu

pada patokan peristiwa besar dan sisitem kalender ini hanyva digunakan untuk adminisirasi




saja, sedangkan untuk kebutuhan ibadah seperti puasa dan haji tetap mengacu pada rukyah
hilal yang berlandas hadis Nabi, misalnya dalam sorat tertulis tanggal 14 Bajab 4 tahun
setelah perang Badar atau 17 Ramadhan setelah perjanjian Hudaibivah (Ismail dan Ghofor,
2009 R0-94).

Secara resmi kalender Hijrish dibelakukan dengan sempurna pada masa Khalifuh
Uimar bin Khattab pada tabun 17 Hijriah akibat persoalan administrasi yang sail itu semua
surat menyurat hanya mencantumkan tanggal dan nama bulan. Kesulitan membedakan tahun
dalam surat menyurat terjadi pada Abu Musa Al-Asy’ar sebagai Gubernur Kufah saat itu
Adas dasar peristiwa terscbut, Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk
merembuk persoalan kalender vang sudab terasa sangat dibutuhkan oleh masyarakal muslim
saat i, [an hasil ijihad para sahabar saar o memotuskan bahwa nama kalender yang
dipakai oleh umat Islam dengan nama “Hijriah” untuk mengambil keberkahan pada
kesuksesan perjuangan umal lslam saal itu ditandal dengan hijrah Rasulullah Saw. dan
Mekkah ke Madinah dan bulan pertama dipilih bulan Muharram dengan alasan muodah
ditandai dikarenakan pada bulan i telah kembali semua jamah haji. Kemudian para ahli
fulak menetapkun woggal | Mubarmam tabuon | Hijoah jawh pada hard Kamis 15 Juli 622
Masehi dengan patekan “Hijriah™ saat Nabi sampai di Kuba ketika hijrah dan Mekbkah yang
bertepatan pada tanggzal 9 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 September
622 Maschi. Sistem kalender ini kemudian dikenal dengan kalender Hijriah dengan sistem
hisab Urfl (Ahmad Lezuddin, 2005 10-20).
Kriteria Kalender Hijriah di fndonesia

Jauh sehelum Indonesia merdeka, kalender Hijriah telah berlako dalam kerajaan-
kerajaan Islam di Nosantara. Setelah masuk penjajahan, pemberlakuoan kalender Hijriah tidak
dilarang dan sepenuhnva diserahkan kepada masvarakat Islam terlebih uniuk menentukan
awal bulan Ramadhan, Svawal, dan Zulhijjah, banva saja untk keperluan adminisirasi
diwajibkan menggunakan kalender Masehi. Setelah Indonesia werdeka. lehih tepatnyva
selelah terbentuk Departemen Agama pada 3 Januard 1946, maka semuoa tugas pencluan hari-
hari besur Islam dan keagamaan lainnya dibebankan kepada Departemen Agama termusuk
menantukan kapan jatah | Ramadhan, | Svawal dan 10 Zulhijjah otk diberlakukan selumhb
Indonesia. Mamun realitas di masyarakat masih banyvak yang mengamalkan dengan cara yang
berbeda-beda, adi yvang menggunakan metode hisab dan ada juga vang masih menggunakan
metode rukyah hilal dalam penentuan bulan Hijriah. Untwk menyatukan kriteria dan cara

pandang terhadap penentuan bulan Hijriah, pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat




(BHRE) sebagai lembaga pemerintah vang menangani bidang hisab dan rukyat di Indonesia,
lembaga ini resmi terbentuk tanggal 16 Agustus 1972 di Jakarta (Kemenag RI, 2010; 74-940),

Secara umum ada dua Kriteria atau aliran kalender Hijriah di Indonesia, yait kriteria
hisab dan kriteria rukyat, dua aliran ini sering mewarnai perbedaan dalam mengawali dan
mengakhiri puasa di Indonesia. Aliran hisab sendin terbag dua, vaito hisab hakiki dan hisab
urfi. Hisab urfi merupakan sisten penentuan bulan Hijriah yang mengacu kepada wakiu rata-
rata yang dibutubkan bulan dalam mengelilingl bumi dalam setahun. sehingga jumlah hari
dalam setiap bulan selalu tetap, vaitu 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari ontuk bulan
gendp schingea menurut kriteria hisab urli jumlah hari bulan Ramadhan selalu 30 hari karena
Rumudhan jutuh pada urutan bulun ganjil. Hisab urll ini ada 3 macam yung masih
herkembang di Indonesia, yaitu hisab orfi Aboge, hisab orfi Asapon, dan hisab urfi Kheasi
(Ismail, 2018: 117-136).

Hisab hakiki adalah sistem kalender Hijriah dengan sistem perhitungannya langsung
mengikuti peredaran hakiki bulan dalam mengintari matahari sehingga jumlah har dalam
setiap hulan tidak selalu tetap sehingga boleh jadi tahun ini jumlah hari bulan Ramadhan 30
hari dun di tahun depan berjumlah 29 harl. Hisab hakiki ada 2 macam yang masib
berkembang di Indonesia, yaitu hisab hakiki Wafneu! hitaf sebagaiman vang dipedomani oleh
organisasi Muhammadiyah dan hisab hakiki fmban ek (visibilitas hilal) sebagaimana
dipedomani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan hari-har besar
Islam, dun beberapa organisasi Islam di Indonesia (Afanudin dan Sudibyo, 2017; 34-44),

Sistem penuntuan awal bulan Hijriah melalui rukyat merupakan sebuah metode dalam
menentukan masuk bulan baru dengan cara melihat langsung hilal pada setiap tanggal 29
bulan yang sedang berjalan, bila sore itu hilal terlihat setelah matahar terbenam. maka
esoknva dianggap tanggal | untuk bulan berikuinya dan bila hilal tdak terlibat maka hari
esoknva masih dianggap tanggal 30 bulan yang sedang berjalan. Dalam aliran rukyat ini juga
terdapar 3 macam kriteria. Pertama rakyah hilal global, vaitu bulan bara dianggap sudah
masuk bila adu suatu tempat di permuokasn bumi yvang berhasil melibat hilal dan keterlihatun
hilal tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Kedua rukyah hilal £ flavand ok, vait bulan
haru dianggap telah masuk bila ada soatu daerah dalam sebuah negara yang berhasil melihat
hilal dan keterlihatan hilal tersebut menjadi pedoman untuk sebuah negara. Ketiga rukyah
lokal, yaito bulan buru diangzap telah masok bila hilal telah terlibat di suatu daerah dalam
racius satu martalik hilal (Ismail, 20016: 117-136).

Kriteria Kalender Hijrial dalam Qanun Aceh




Kalender Hijriah sudah dikenal dan dipakai di Aceh semenjak Kerajaan Samudera
Pasai yvang berdiri scjak abad ke 7 H/13 M sampai abad ke 10 H/16 M scbagaiman terlihat
pada ukiran batu nisan tinggalan Kerajaan Samudera Pasai yang mencatat tanggal kematian
para pemimpin kerajaan masa itn dengan penanggalah Hijriah (Ismail, 20008: 101-122).
Kulender Hijruh terus terlihat dipakal sampai Kerajsan Darussulam yung berahir wkibat
penjajahan. Kalender Hijriah dalam setiap periode pemerintahan dalam Kerajoan Aceh
Darussalam dapat dilibat dari setiap surat yang terulis dari kerajaan vang juga selalu
menggunkan penanggalah Hijriah. Selain dari bukti surat, kitab falak yang membahas tentang
kalender Hijriah juga sudah ada pada masa itu vang ditulis oleh Abbas Kuta karang (Putri,
2020 52-72). Judi, kalender Hijriah bagl masvarakat Aceh sudah begitu familiar dan terbiasa
dalam kehidupan nya, ditambah dengan banyaknya ritual adat, pantangan dan  rimal
keagamaan yang masih berkaitan erat dengan perhitungan kalender Hijriah.

Adat khanduri apam (serubi) vang telah menjadi ritual masyarakal Aceh dalam
menyambut malam larak Mikraj pada bulan Rajab (Tumeang, 2018}, Pantangan turan sawah
di setiap hari Rabu di akhir bulan dalam kalender Hijriah, pantangan tersebut dikenal dalam
masvarakal Aceh scbagai hari nohah (noas) (Maolida, 2007: 59-79). Ritwal keagamaan juga
sangat banvak di Aceh. seperti peringatan 1 Muhwrram, maulid Nabi vang dirayakan sampead
4 bulan (Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir). Khandur Asyura
yang selalu dilakukan pada tanggzal 10 Muharram dan Ehanduri buruat atan Shanduri nisfa
Svakban yang seludu dilakukan pada malam 15 Syakban (Cut Zuhrina, 20132 10-20). Semua
aktifitas ini sangat erat kaitannya dengan penanggalan Hijriah, Sampai disini bisa dipahami
bahwa sangat wajar dan layak hagi masyarakat Aceh bila kalender Hijriah di-ganunkan dalam
fembaran dacrah Provensi Aceh.

Alas dasar fenomena ritwal Keogamaan, ritual adat dan pantangan tersebul di atas,
sangat wajar bila dalam Qanun syariat lslam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan
Syariat lslam Bidang Aqidah, thadah, dan Syiar Islam terdapar beberapa poin yang mengatur
secara khusus teptang pemberlakoan kalender Hijrinh di Aceh dalam kategori syiar Islam,
“Pasal 14 Ayal (3) Setap instunsi Pemerintuh/Lembaga  Swusla  dianjurkan  untuk
mempergunakan penanggalan Hijrish dan penanggalan Masihiah dalam surat-surar resmi,
Avyat (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nagegro Aceh Damssalam wajib
mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiah™ (Gubernor Acch,
2002,

Kriteria kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam di Aceh tidak tersebut secara

Jelas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPLD) juga belum ada fatwa tentang kriteria kalender




Hijriah untuk wilayah Aceh. Untuk menganalisa tentang kriteria kalender Hijriah yang
dipakai dalam Qanun syariat Islam di Acch penulis mencoba mengambil beberapa tungzal
Hijriah yang tertera dalam Canon Aceh yang dikeluwarkan setelah kelvamya Qanun syariat
Islam tahun 2002, Dalam pengesahan Clanan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Swvarial Islam Budung Aqudah. Ibadah, dan Syiar Islum lerdapal tanggal Hijpah yung
disandingkan dengan tanggal Masehi, vaity 14 Okiober 2002 vang bertepatan degan {anggal
U7 Syakban 1423 H. Dalam pengesahan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok
syariat Islam terdapat tanggal Hijriah dan Masehi, yaitu tanggal 22 Oktober 2014 yang
bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1435 H. Dan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2015 tentang
pembagian urusan pemerintahan yang berkuitun dengan svariut Islam antary pemerintabun
Aceh dan pemerintahan kabupaten atan kota juga terdapat tanggal Masehi beriringan dengan
kalender Hijriah. yaito 31 Desember 2011 5 bertepatan dengan 19 Rabiol Awal 1437 H.
Untuk menemukan kriteria vang dipakai dalam kalender Hijriah yang telah tertera
dalam Qanun Aceh tentunya harus dilihat kondisi hilal secara perhitungan dalam penentuan
tanggal satu dalam setiap awal bulan Hijriah yang telah tersebut dalam Qanun Aceh:
1. 14 Oktober 2002/07 Syakbun 1423 H. Konjungsi geosentris bulan Rajab dengan
bulan Syakban terjadi pada wnggal 6 Okwober 2002 pukul 18.17.23 Wib, Tinggi
hilal saat matahari terbenam di Lhokseumawe pada pukol 182232 Wib adalah (0}
derajat 27 menit 30 detik busur di atas ufuk mari’y. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa 1 Syakban 1423 H menurut kriterin Kementerian Agama
(Kemenag) Republik Indonesia (RI) jaruh pada hari Selasa 8 Oktober 2002
dengan menyempurnakan bilangan bulan Rajab 30 hari dan 07 Syakban 1423 H
bertepatan 14 Oktober 2002, Sedangkan bila mengacu pada kriteria wajsdul Iilal,
maka | Syakban 1423 H jatuh hari Senin 7 Oktober 2002,

2. 22 Okwober 200427 Zulhijjah 1435 H. Konjungsi geosentris bulan Zulkaidah
dengan Zulhijjah terjndi anggal 24 September 2004 pukul 13,1349 Wib, Tinggi
hilal saam matahart erbenam di Lhokscumawe pukul 122806 Wib adalah (0
derajut 07 menit 56 detik busur di atas ufuk mart v, Alas dasar data hilal wrsebul
hisa dipastikan ranggal | Zulhijjah 1435 H secara kriteria Kemenag Republik
Indonesia jatuh hart Jumat 26 September 20004 dengan menggenapkan jumlah
bulan Folkaidah 30 han dun 27 Zulhijjah 1435 H bercpatan dengan tanggal 22
Oktober 2004, Sedangkan hila merujuk pada kriteria wajudul hilal, maka |
Zulhijjah 1435 H jatuh hari Kamis 25 September 2014,




3. 31 Desember 2005719 Rabiul Awal 1437 H. Konjungsi geosentris bulan Safar dan
Rabiul Awal 1437 H terjadi tanggal 11 Desember 2005 pukul 172920 Wib.
Tinggi hilal untuk kota Lhokseumaws saat matahari terbenam pukul 18,2050 Wib
adalah (M) derajat | menit 15 detik busur di atas wfuk mard v Dari data hilal
lersebul dapat dipastikan mggal 1| Rabiul Awal 1437 H secara kritena Kemenag
Bl jatuh pada hari Minggu 13 Desember 2015 dengan menggenapkan 30 hari
bulan Safar dan 19 Rabiul Awal 1437 H bersamaan dengan 31 Desember 2013,
Sedangakan secara kriteria wujudu! lilal. 1 Rabiul Awal 1437 H jatuh pada hari
Subtu 12 Desember 2015,

Dari lga dat wnggal Hipriah vang tertulis dalum Qanun Aceh di atas, bisa dipastikan
kriterin kalender Hijriah yang dimaksuod dalam Qanun Nomor 11 tahun 2002 adalah kriteria
yvang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. yaitu bulan baro Hijriah
dianggap sudah masuk bila secara perhitungan kondisi hilul saat matahari terbenam tinggl
hilal minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan-matahari minimal 3 derajat, atan umur hilal spat
matahari terbenam sudah melebihi 8 jam setelah konjungsi terjadi. Aceh sebagai provinsi
vang berstatus “Dacrah Istimewa”™ dalam menjalankan svariat Islam sudah sewajarnva
menyusun kriterig sendin dalam menyusun kalender Hijriah univk dipedomani oleh seluruh
lembaga dan stukiur masyarakat Aceh, baik untuk keperloan adat maupon keperlvan ibadah,
Dalam penyusunan kriteria Kalender Hijriah untuk Provinsi Aceh tentunya harus dilibat sisi
yang mampu menyatukan masyarakat Acch dalam beribadah, khususnva dalam mengawali
bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah yang sampai saat ini masih sering terjadi perbedaan
pada penetapannva dalam masyarakat Aceh.

Kalender Hijriah dan Syiar Islam di Acel

Maksut sviar Islam dalam Qanun Aceh adaluh semua kegiatan vang mengandung
nilai-nilal ibadah wnwk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam
(Gubernur Aceh, 200120 D0 Aceh, penggunaan kalender Hijrioh termasuk dalam kategori
sylar Islum vang harus dijunjung tingzi oleh semuoa lapisan masyarakat Acch. Qanun Acch
nomor 11 tabun 2002 mengalur agar setiap Kabupaten'kota merayahun har-har besar Tslam,
mencantumkan penaggalan Hijriah disamping penaggalan Masehi dalam setiap surat resmi
dan dokumen resmi yang dikeluarkan di Aceh, Untuk mengagongkan dan menyemarakkan
pelaksannan syarial Islam di Aceh melalui implementasi kalender Hijriah tentunya harus
didukung aleh semua perangkat kerja dan formulasi kalender Hijriah yang mapan,

Peragkat kerja yang mendukung pemberlakuan dua penanggalan dalam setiap surat

resmi dan dokumen resmi vang dikeloarkan di Aceh tentunya harus ada media informasi




yang menvajikan kalender Hijriah dan Masehi yang dapat diakses oleh semua kalangan untuk
dipedomani. Menurut Thomas Djamaluddin, sebudh kalender yvang mapan harus memiliki 3
syarat utama, vaitn adanya Kriteria tunggal, adanya kesepakatan batas tanggal, dan adanya
otoritas tunggal (Thomas Djamaloddin, 2017). Untuk mengatakan kalender Hijriah Aceh
vang mapan lentunya harus ada 3 unsur lersebul yang lertuang dalam latwa MPU Acch.
Numun nvatanyva sampai sadl ini belum ada fatwa MPU Aceh tentang kriteria kalender
Hijriah, batas wilayah pemberlakuan, dan otoritas dalam menetapkan kalender Hijriah
sebagaimana diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 masih mengambang.
Melihat pada aluran pemerintahan  Acch, masalah kemapanan kalender Hijriah  Acch
tergolong dalam tugas Dinas Syarial Islam Provinsi Aceh, dimana salah satu fungsi yang
diatur dalam pasal 23 ayat a dan ¢ dalam perataran Gubernur Aceh Nomaor 131 Tahun 2016
adalah menyemarakkan syiar hari-hari besar Islam dan pembinaan seni budaya Islam
termasuk fungsi dari hadirnya Dinas Svariat Islam di Aceh (Gubernur Aceh, 2016).

Sarana vang tersedia untuk mengakses kalender Hijriah di Aceh termasuk tidak ada,
halaman resmi website Dinas Svariat Islam Provinsi Aceh tidak menampilkan kalender
Hijriah, bahkan wmiuk wakiu salat dan tentunya ada kalender Hijriah di dalamnyu masib

dikoncksikan puda laman  hitps:www al-habab dnfodislamic-calendar/. Dalam  link i

menampilkan banyak jenis kalender Hijriah vang berkembang di seluruh dunia, bila pun
laman ini yang menjadi rujukan Pemerintah Acch dalam penanggalan Hijriah tentunya sangat
kesulitan dalam memilih dari beberapa jenis kalender Hipnah vang disediskan oleh pihak
pengelala websire, Seharusnya hila Pemerintah Aceh belum siap dengan kalender Hijriah
Aceh yang mapan, alangkah baiknya menggunakan kriteria kalender Hijriah vang dipakai
oleh kementerian Agama Republik Indonesia dan hal ini tercantum secara resmi baik dalam
bentuk Surat keputusan gubernur ataw melalul surat edaran yvang bisa menjadi pedoman
dalam penulisan penanggalan Hijriah di setiap kabupaten/kota di Aceh.

Bila kalender Hijriah dikaitkan dengan syiar Islam, tentunya perayaan peristiwa hesar
di Acch harus diperingati seswai dengan penanggalah Hijriah, seperti peristiva Tsunami Aceh
yang terjadi pada hard Minggu 26 Desember 2004 vang bertepan 14 Zulkaidah 1425 Hijriah
dan hari perdamaian Aceh yang rerjadi pada hari Senin tanggal 15 Agostus 2005 bertepatan
dengan [0 Rajab 1426 Hijriah. Selain peristiwa besar, kalender Hijriah harms digalakkan
dalum setiap pencatatun dokumen resmi, sural resmi di Aceh, pelaporan keoangan mulai diari
tingkat Provinsi Aceh sampai tingkat Desa/Gampong. Hal ini tidak  berlebihan hila

diberlakukan di Aceh, mengingat budaya dan ritual masyarakat Aceh sangat dekat dengan




penanggalan Hijriah, bahkan yvang menjadi aneh dan rancu dalam masyarakat Aceh bila
scbuah ritual dan budaya dipaksakan dengan penanggalan Maschi,

Sebagai contoh, peristiwa tsunami Aceh vang terjadi pada hari Minggu 26 Desember
2005 wang bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1425 Hijriah, banyvak masyarakat Aceh yang
mengalami muosibah saul ile karena menghantarkan jamaab baji atou scbagai jamaanh haji
vang sedung menunggo jadwal keberangkatan pesawat. Bila peristiwa besar ini ldak
diperingati sesuai dengan penanggalan Hijriah (14 Zothijjah). nilai dan kesan haji dalam
peristiwa musibah it akan hilang disaat peringatan tsunami  diperingati  mengikuti
penanggalan Maschi yvang ada kemungkinan 26 Desember itu terjadl di bulan Maulid
misilnya, Hal wvang sumi juga akun lerusa saul peringatun  lahunon (ulung  tihun)
meninggalnya secarang ulama vang meninggal dalam bulan Ramadhan misalnya, bila
peringatan tahunan diperingati dengan penanggalan Masehi. 10 tahun yang akan datang
peringatunnya akan jatuh dalam bulan Maulid, Gdak lagi dalam bulan Ramadhan, nilai dan
suasana Ramadhan saat tokoh tersebut meninggal akan hilang dengan sendirinya. Bila semua
peristiwa besar di Aceh sudah diperingati dengan kalender Hijriah, dengan sendirinva syiar
Islam akan terusy dalam budaya masyvarakal Aceh.

Di sisi lun, pemerintah Aceh sering mengeluarkan himbavan agar idak merayakan
tahun bary Masehi bagi masyarakat Aceh, namun media edukasi masyarakat Aceh terhadap
kalender Hijriah tidak disediakan, schingga wajar bila generasi moda Acch sekarang lehih
mengenil dan menghalal nama-nama bulan dalam kalender Maschi ketimbang nama bulan
dalam kalender Hijriah dan ini bisa menjadi salah sam penyebab generasi Aceh lebib
mengidolakan kalender Masehi ketimbang kalender Hijriah, hal ini hisa dilihat dari
hanyaknys masyarakat Aceh vang meravakan hari ulang tahun kelahirannya. pernikahannya
dan hari wlang tahun kematian keluarganya berdasarkan penanggalan Masehi bukan pada
penanggalah Hijriah sebagai syiar Islam dalam masyarakat Aceh.

PENUTUP

Musyarakal Acch sangat butuh dan ketergantungan dengan kalender Hijriah, hal ini
disebabkan banvak adat istiadat, pantangan. larangan dalam musydrakat Aceh vang mengacu
pada penanggalan Hijriah dan banyak ritual ihadah masvarakar Aceh wang dilakukan
berdasarkan pada penanggalan Hijriah. Hadimya Quanun syariat Islam di Provinsi Aceh yang
mengakomodir kalender Hijrinh sebagai syiar Islam menjadi gerbang awal bagi masyarakat
Aceh dalam mensyiarkan syariat Islamy vang dianutnya dan menjadi sebuah harapan
terbentuknya kalender Hijriah vang mapan untuk dipedomani bersama. Formulasi kalender

Hijriah dalam Qanun svariat Islam di Aceh belum terbangun dan tersusun dengan sempurna.




hal ini bisa dilihkat dari sisi belum adanya fatwa MPLU Aceh, Canun Aceh, Peraturan
Gubernur, atau Surat Edaran Gubernur Aceh yang mengatur tentang kensep kalender Hijriah
yang mapan untuk acuan dalam keperluan administrasi sebagaimana diamanahkan dalam
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002,

Kriteriy Kalender Hijriah dalam Qunun syvartal Islam di Aceh belum jelas, walawpun
pada bagian penjelasan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 untuk pasal 12 ayat 2 dan
3 vang membahas keharusan menggunakan penanggalan Hijriah teriulis “cukup jelas™, hanya
ayat 4 yang ada penjelasan tentang maksud “dokumen resmi” yang harus tertulis penaggalan
Hijriah di samping penanggalan Maschi adalah seperti akie notans, ijazah, aktc kelahiran,
dan sertilikal tanah, Bila dilibat dan dikaji lebih dulum terhadap penunggalan Hijriah di
samping penanggalan  Masehi yang terfulis dalam Qanun Aceh ada kemiripan dan
kemungkinan besar mengikuti  kriteria  penanggalan  Hijriah  vang  dipedomani  oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyusun kalender Hijriah untuk keperluan
hari libur nasional di hari-hari besar 1slam dan coti bersama,

Penggunaan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam masih sebatas dalam surat
resmi vang diterbitkan oleh pemerintahan Aceh seperti Qunun Aceh, surat edaran, sora
perintah dan sural keputusan (SK). Sedangkan unwk peristiwa bersejurah vang selalw
diperingati di setiap tahun, seperti peristiwa tsunami dan perdamaian Aceh masih diperingati
berdasarkan penanggalan Masehi dan mengabaikan penaggalan Hijriah, Bahkan pada
dokumen resmi vang sudah jelas diatur dulam Ganun Acch Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 12
Avat 4 ontuk mewajibkan mencamtumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalah
Masehi, namun sampai saat ini masih menggunakan penaggalah Masehi saja tidak diiringi
dengan penanggalan Hijriah.
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